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BUPATI KEPULAUAN SELAYAR 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR 
NOMOR 545/XI/TAHUN 2024 

TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER DISEMINASI DAN SOSIALISASI INDIKATOR 

EKONOMI MAKRO DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 
 

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka publikasi dan penyebarluasan 

informasi indikator ekonomi makro daerah Kabupaten 
Kepulauan Selayar, perlu melaksanakan diseminasi dan 

sosialisasi; 

  b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan diseminasi dan 

sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 
menunjuk narasumber; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati; 

 

 

 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1           

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) dan/atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1           

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) dan/atau Dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

  3. 

 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan           
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2          
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023     
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem 
Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         

Nomor 6374) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022      
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

  8. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang 
Kabupaten Kepulauan Selayar  di Provinsi Sulawesi Selatan 

(Lemabran Negara Republik Indonesia Tahun 2024      
Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 7077); 

  9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

  10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu 

Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 112); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020            

Nomor 1781); 
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MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan     : 

KESATU : Menunjuk Narasumber Diseminasi dan Sosialisasi Indikator 
Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 

dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Keputusan ini. 

KEDUA : 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU  
mempunyai tugas, sebagai berikut: 

a. menyampaikan bahan/materi pada diseminasi dan 
sosialisasi indikator ekonomi makro daerah Kabupaten 
Kepulauan Selayar; dan 

b. memberikan arahan dan penjelasan terkait peningkatan 
dan penurunan indikator ekonomi makro daerah kepada 

peserta diseminasi dan sosialisasi indikator ekonomi makro 
daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 

 
 
 

 
 

 

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya 
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 
Anggaran 2024.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar    Nomor 4 

Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten  Kepulauan   Selayar   

Tahun   2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9           

Tahun 2023 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4              
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar         
Tahun 2022 Nomor 129); 

  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103); 

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 

Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130); 

  15. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun             
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar Tahun 2023 Nomor 786); 
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KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang 

bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan 
penuh tanggung jawab. 

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

 
Ditetapkan di Benteng   

pada tanggal 18 November 2024 
 

 BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, 

 
      ^ 

 
 

             MUH. BASLI ALI 
 
 

 
 

Tembusan :  
1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng; 

2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Kepulauan Selayar di Benteng; 

3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng; 

4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng. 
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LAMPIRAN   

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR 
NOMOR 545/XI/TAHUN 2024 

TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER DISEMINASI DAN 

SOSIALISASI INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAERAH 
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

 

 
SUSUNAN NARASUMBER DISEMINASI DAN SOSIALISASI INDIKATOR  

EKONOMI MAKRO DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 
 

No. NAMA NARASUMBER INSTANSI/LEMBAGA JABATAN 

1. H. Saiful Arif, S.H. 
Pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Selayar 
Wakil Bupati 

Kepulauan Selayar 

2. Drs. Mesdiyono, M.Ec, Dev. 
Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kepulauan 

Selayar 

Sekretaris Daerah 

3. Dr. Finriyani Arifin, S.Pi., M.Si. 
Bappelitbangda 

Kabupaten Kepulauan 

Selayar 

Kepala 

Bappelitbangda 

4. Andi Makmur Jaya, S.T. 
BPS Kabupaten 

Kepulauan Selayar 
Kepala BPS 

    

 BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, 

 
 

 
 

             MUH. BASLI ALI 
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